
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUL.-\WESJ SEL.-\TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 21 TAHUN 2023 

TEl'ITANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TI.JOAS DAN F'UNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMJGRASI 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Pinrang Nomor 54 tentang Kedudukan, 
Susunan Orgarusaai, Tug.as dan Fungsi Sena Tata 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tmnamigrasi: 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak sesua.i Jagi dengan perkembangan 
dinamika penyeJenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelengg&lllan rugas dan fungsi Dina.s 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Pcraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisa.ai, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigraai. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tmgkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Pera tu ran Perundang-undang,an 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 201 l 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Ataa 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Ape.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran t Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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• 2 . 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Pcnetapan Pcraturan Pcmerintah Pcngganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Clpta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 5601), eebegarmana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Pcnetapan Pcraturan Pcmerintah Pcngganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'l'ahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndoneeia 'l'ahun 2016 Nomor 114, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5888) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atae Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndoneeia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndoneeia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndoneaia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcruba.han 
atas Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada lnatansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2020 Nomor J. ' 
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Menetapkan 

. 3. 

MEMUTIJSKAN : 

· KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSJ SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adaJah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigmsi Kabupaten Pmrang. 
6. Kcpa.la Dinae adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigmsi Kabupaten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang sctanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 
ASN di inetanei pemerintah scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kcpegawaian yang sclanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai-pegawai 
yang bekerja pads lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daem>. 

10. Pejabat yang Bcrwenang yang eelanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melak!IIU18.kan proeee pengangka.tan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN seeuaj dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

11. Kelompok Jaba.tan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugaa berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. "l'u.gas adalah lkhtisardari keseluruhan tugasjabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjaba.ran dari tugas. 
14. Uraian tugaa adalah paparan atau bentangan alas semua tuga, jabatan 

yang merupakan upaya pokok yangdilakukan pemegangjaba.tan. 

BAB JI 
KEDUDUKAN 

Pa,al 2 
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 5, diprmptn oleh Kepala 
Dinas yang beracla di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaJui 
Sekretaris Daerah. 

BABIII 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 
(I) Susunan organisasi Dinaa Tenaga Kerja dan Tranamigrasi 1erdiri atas: J a. Kepala Dinaa; 

\ 
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b. Sekretariat terdiri atae: 
I. Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan 

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga. Kerja; 
d. Bidang Penempatan Tenaga Ketja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Soaial Tenaga Kerja; 
f. Bidang Tranamigrui; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pe!aksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan hegian tidak terpieahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUOAS, FUNGSI DAN URAIAN TI.JOAS 

Bagian Kesatu 
Kepa)a Dinas 

Pa,ai 4 
(II Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupau menyelenggamkan 

urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan TTansmigrasi yang 
menjadi kewcnangan daerah dan tugas pcmbantuan yang diserahkan oleh 
Bupati kepadanya. 

(2j Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Dmas Tenaga Kerja dan Transmigras menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidans Tenaga Kerja dan 

T'ransmigrasi; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pcmerintahan bidang Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 

bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
d. pelaksanun adminiatras1 Omaa; dan 
e. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
(3) Uraian Tugu Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputr : 

a. menyuaun rencana kegiatan dinaa aebagai pedoman dalam 
pelakaanun tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevalua.si pelaksa.naan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui pcrkembangan pelaksanaan 

dan/atau memaraf 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikun rapat-rapal sesuai bidang tugaanya; 
f. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategi.s, Rencana Kerja dan 

Rencana Kerja Anggaran Dinu Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
g. mengoordinir penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

lingkup Dinas; 
h. melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar 

Pelayanan Minima1 di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
i. melakukan koordinasi clan konsultasi kementerian, pemerintah 

provinsi dan SKPD unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tu gas; 
j. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas; 
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k. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalarn 
lingkup Dinas; 

I. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas; 
m. me!akukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 

Pro&edur dalam lmgkup Dinas; 
n. menyelenggarakan monitoring, eva1uasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan dan 
Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja; dan Transmigrasi; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemcrintahan 
bidang Transmigraai; 

p. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara 11esuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan basil pclakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sc:suai dengan bidang tuga.snya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pa.al 5 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang mcmpunyai tugas membantu 

Kcpala Dina• dalarn rnclaksanakan koordinasi kegiatan, mcrnbcrikan 
pclayanan teknis dan adrnmistraai pcnyusunan program, pclaporan, 
umum, kcpcgawaian, hukum, dan kcuangan dalam Ungkup Dinas. 

{2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris mcnyelcngge.rakan fungsi : 
a. pengocrdinasian pclaksanaan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pengoordinasian pcnyusunan program dan pclaporan dalam lingkup 

Dinas; 
c. pcngoordinasian urusan umum, kepcgawaian, dan hukum dalam 

Ungkup Dina.a; 
d. pcngoordinasian pcngelolaan administraai keuangan dalam lingkup 

Oinas; dan 
e. pcnyelenggaraan fungsi lain yang dtberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
{3) Uraian Togas Sdcretari.s sebagairnana dimaksud pada ayat (I) meliputl: 

a.. menyusun rencana kegiatan dinas scbagai pedoman dalam 
pclaksanaan tugas; 

b. rnendistribusikan dan mcrnberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcrnantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengctahui perkcmbangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. mcnyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu kepala dinas merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinaa Tenaga 
Kcrja dan Transmigrasi; 

g. menyclenggarakan Survey Kcpuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas; t 
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k. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalarn 
lingkup Dinas; 

I. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas; 
m. me!akukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 

Pro&edur dalam lmgkup Dinas; 
n. menyelenggarakan monitoring, eva1uasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan dan 
Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja; dan Transmigrasi; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemcrintahan 
bidang Transmigraai; 

p. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara 11esuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan basil pclakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sc:suai dengan bidang tuga.snya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pa.al 5 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang mcmpunyai tugas membantu 

Kcpala Dina• dalarn rnclaksanakan koordinasi kegiatan, mcrnbcrikan 
pclayanan teknis dan adrnmistraai pcnyusunan program, pclaporan, 
umum, kcpcgawaian, hukum, dan kcuangan dalam Ungkup Dinas. 

{2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris mcnyelcngge.rakan fungsi : 
a. pengocrdinasian pclaksanaan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pengoordinasian pcnyusunan program dan pclaporan dalam lingkup 

Dinas; 
c. pcngoordinasian urusan umum, kepcgawaian, dan hukum dalam 

Ungkup Dina.a; 
d. pcngoordinasian pcngelolaan administraai keuangan dalam lingkup 

Oinas; dan 
e. pcnyelenggaraan fungsi lain yang dtberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
{3) Uraian Togas Sdcretari.s sebagairnana dimaksud pada ayat (I) meliputl: 

a.. menyusun rencana kegiatan dinas scbagai pedoman dalam 
pclaksanaan tugas; 

b. rnendistribusikan dan mcrnberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcrnantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengctahui perkcmbangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. mcnyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu kepala dinas merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinaa Tenaga 
Kcrja dan Transmigrasi; 

g. menyclenggarakan Survey Kcpuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas; t 
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h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja ln_ftanai Pcmerintah Dinaa; 
1. mengoordinir penyusunan Laporan Standar Pclayanan Minimal lingkup 

Dinas; 
J. mengocrdmaatkan pelaksanaan kegiatan dalrun Jingkup Dinas 

sehingga terwujud koordinasi, intcgrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
pc\ak:,a.naan kegiatan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi eerte pelaporan kinerja dinas; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan administraei umum, 
kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinaa; 

m. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan; 
n. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan be.rang; 
o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

tatalaksana; 
p. menyusun dan me1aksanakan Standar Pclayanan dalam lingkup Dinas; 
q. mengoordinas1kan petaksanaan Pcnilaian Mandiri Pclakaanaan 

Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas; 
r. melaksanakan fungsi Pcjabe.t Pcngelola lnfonnasi Dokumentasi daio.m 

lingkup Dmae; 
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan 

memberikan saran pertimba.ngan kepada pimpman sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

L memfaailitasi pelak.anaan Sietem Pengendalian Intern Pemertntah 
dalarn lingkup Dinas; 

u. menyusun Standar Operasional P:tosedur dan melakukan evaluasi 
Standa.r Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas; 

v. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknie di Bidang Pelatihan dan 
Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jamman Sosial Tenaga 
Kcrja; dan Transmigrasr; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan brdang Tenaga Kcrja dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

x. menilai kinerja Pegawai Apararur Sipil Negara sesuai ketenruan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. menyusun laporan hast! pelakMnaan tugas Kcpala Dinas dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

e. mclaksana.kan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dcngan bidang tuga.snya. 

Pan,graf J 
Subbagian Program 

Pa,aJ 6 
(I) Subbag1an Program dipimpm olch Kepala Subbagian Program mcmpunyaJ 

tugas mcmbatu Sekretaris de.lam mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyusunan program, penyajian data dan pcnyusunan laporan. 

{2) Uraian Togas Kepala Subbagran Program sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 11 meliputi : 
a. menyusun rencana kcgiatan Subbagian Program sebagai 

dalam pclaksanaan tugas; 

·•. 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja ln_ftanai Pcmerintah Dinaa; 
1. mengoordinir penyusunan Laporan Standar Pclayanan Minimal lingkup 

Dinas; 
J. mengocrdmaatkan pelaksanaan kegiatan dalrun Jingkup Dinas 

sehingga terwujud koordinasi, intcgrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
pc\ak:,a.naan kegiatan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi eerte pelaporan kinerja dinas; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan administraei umum, 
kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinaa; 

m. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan; 
n. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan be.rang; 
o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

tatalaksana; 
p. menyusun dan me1aksanakan Standar Pclayanan dalam lingkup Dinas; 
q. mengoordinas1kan petaksanaan Pcnilaian Mandiri Pclakaanaan 

Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas; 
r. melaksanakan fungsi Pcjabe.t Pcngelola lnfonnasi Dokumentasi daio.m 

lingkup Dmae; 
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan 

memberikan saran pertimba.ngan kepada pimpman sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

L memfaailitasi pelak.anaan Sietem Pengendalian Intern Pemertntah 
dalarn lingkup Dinas; 

u. menyusun Standar Operasional P:tosedur dan melakukan evaluasi 
Standa.r Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas; 

v. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknie di Bidang Pelatihan dan 
Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jamman Sosial Tenaga 
Kcrja; dan Transmigrasr; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan brdang Tenaga Kcrja dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

x. menilai kinerja Pegawai Apararur Sipil Negara sesuai ketenruan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. menyusun laporan hast! pelakMnaan tugas Kcpala Dinas dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

e. mclaksana.kan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dcngan bidang tuga.snya. 

Pan,graf J 
Subbagian Program 

Pa,aJ 6 
(I) Subbag1an Program dipimpm olch Kepala Subbagian Program mcmpunyaJ 

tugas mcmbatu Sekretaris de.lam mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyusunan program, penyajian data dan pcnyusunan laporan. 

{2) Uraian Togas Kepala Subbagran Program sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 11 meliputi : 
a. menyusun rencana kcgiatan Subbagian Program sebagai 

dalam pclaksanaan tugas; 



. 7. 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan rnengcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu sekretaris merumuskan Renca.na Slrategia, Rencana Kerja 

Dinas Ten!l.g8. Kerja dan Transmigrasi; 
g. menyusun dan membuat dolrumen Laporan Kinerja Jnstansi 

Pemerintah Dinas; 
h. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Oinas; 
t. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program dan 

melakukan penyusunan perem;:anaan progam dan kegiatan; 
j. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 

Dmaa, 
I. mengumpu\kan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam lingkup Dinas; 
m. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 

memberikan saran perttmbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

n. menyelenggarakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dalam 
lingkup Dinas; 

o. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tuga.s dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program; 

q. menyelenggarakan koordinaai dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pcmerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

r. menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepe.la Dmaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasa.n sebagru bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

P.....-,J2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Pa,aJ 7 
{l) Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaria daJam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan inronnasi, administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusa.n barang, urusan rum.ah tangga &erta 
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas. 

(2) Urai.an Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepcgawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pad a ayat { I) melipuli : 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan 
llukum acbagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pe\aksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan rnengcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu sekretaris merumuskan Renca.na Slrategia, Rencana Kerja 

Dinas Ten!l.g8. Kerja dan Transmigrasi; 
g. menyusun dan membuat dolrumen Laporan Kinerja Jnstansi 

Pemerintah Dinas; 
h. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Oinas; 
t. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program dan 

melakukan penyusunan perem;:anaan progam dan kegiatan; 
j. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 

Dmaa, 
I. mengumpu\kan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam lingkup Dinas; 
m. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 

memberikan saran perttmbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

n. menyelenggarakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dalam 
lingkup Dinas; 

o. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tuga.s dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program; 

q. menyelenggarakan koordinaai dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pcmerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

r. menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepe.la Dmaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasa.n sebagru bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

P.....-,J2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Pa,aJ 7 
{l) Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaria daJam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan inronnasi, administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusa.n barang, urusan rum.ah tangga &erta 
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas. 

(2) Urai.an Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepcgawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pad a ayat { I) melipuli : 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan 
llukum acbagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pe\aksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawas1 dan mengevaluaer pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugaa, 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
(. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Dinas; 
g. membantu sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analis:la 

Jabatan, Analisis Bcban Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. melakukan pengk)asifikasian surat menurutjenisnya; 
i. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
j. melakukan pengelolaan arstp naskah dinas dalam lingkup Dinas; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistrtbuslan, pemeliharaan, 1nventarisasi dan penghapusan 
barang; 

I. menyiapkan ba.han dan menyusun daftar inventarisasi barang sena 
menyuaun laporan barang inventaris; 

m. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelo\aan urusan 
rumah tangga dinaa; 

n. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

o. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Dinas; 

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinaa; 

q. memperaiapkan dan mengoordinaaikan pelakaaanaan rapat dinaa, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokolenrn dalam lingkup 
Oinas; 

r. menyiapkan baha.n, menghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegaW8l; 

e. mengoordinasikan dan menfasilitasi administraai ,urat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

L menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana; 

u. melaksanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnaai Birokraa.i dalam lingkup Dinas; 

v. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam 
hngkup Dinas; 

w. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
aparatur dalam lingkup dinas; 

x. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam 
lingkup Dinas; 

y. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan adnunistraai penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas; 

z. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Oinas; 

aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, 
Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan 
kepada pimpinan scbagai bahan perumusan kebijakan; 

bb. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Proaedur aeauai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operaaional Proaedur \ dalam lingku p Dinas; 
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c. memantau, mengawas1 dan mengevaluaer pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugaa, 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
(. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Dinas; 
g. membantu sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analis:la 

Jabatan, Analisis Bcban Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. melakukan pengk)asifikasian surat menurutjenisnya; 
i. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
j. melakukan pengelolaan arstp naskah dinas dalam lingkup Dinas; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistrtbuslan, pemeliharaan, 1nventarisasi dan penghapusan 
barang; 

I. menyiapkan ba.han dan menyusun daftar inventarisasi barang sena 
menyuaun laporan barang inventaris; 

m. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelo\aan urusan 
rumah tangga dinaa; 

n. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

o. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Dinas; 

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinaa; 

q. memperaiapkan dan mengoordinaaikan pelakaaanaan rapat dinaa, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokolenrn dalam lingkup 
Oinas; 

r. menyiapkan baha.n, menghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegaW8l; 

e. mengoordinasikan dan menfasilitasi administraai ,urat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

L menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana; 

u. melaksanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnaai Birokraa.i dalam lingkup Dinas; 

v. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam 
hngkup Dinas; 

w. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
aparatur dalam lingkup dinas; 

x. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam 
lingkup Dinas; 

y. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan adnunistraai penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas; 

z. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Oinas; 

aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, 
Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan 
kepada pimpinan scbagai bahan perumusan kebijakan; 

bb. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Proaedur aeauai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operaaional Proaedur \ dalam lingku p Dinas; 
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cc. melaksanakan monitoring, evaluaSl dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di Bidang Subbagian Umum, Kepegawaian, dan 
Hukum; 

dd. melaksanakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan uruean 
Pcmerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang 
Transmigrasi; 

ee. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

ff. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

gg. melaksanakan tuga.s kedma.san Iain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Parag,-af3 
Subbagian Keuangan 

Pa,al 8 
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan den 
melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dalam 
lingkup Oines; 

{2) Uraian Togas Kepa.le Subbagla.n Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(I) meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbagian Keuangan scbagai pcdoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribuaikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalaln 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyuaun ranc:angan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai btdang tuga.snya; 
f. membantu eekretaris menyiapkan ba.han, menyusun dan merumuskan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Dinas, 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana 
pn;,yeksi pendapatan eebegai bahan penyusunan anggaran dinas; 

h. me\akukan veriftkasi kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan dinas; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan dalam lingkup Dinas; 
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p. melaksanakan monitoring, eva1uasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di Bidang Subbagian Keuangan: 

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembe.ga pemerintah 
dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang 
TransmigraSl; 

r. menilai kinerja Pegawru Aparatur Sipil Negara sesuru ketentuan 
Peraturan PerUndang·undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala D!naa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

L melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuat 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Btdang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja 

.... ,. 
(I) Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga. Kerja dipimpin oleh Kepala 

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas 
membantu Kepa.la Dinas dalam mereneanakan, mengoordinasikan, 
melakaanakan pembinaan kelembagasn pelatihan, penyelenggaraan 
pelatihan, pemngkatan dan analiaia produktivitas. 

12) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l), Kepala 
Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja menyelengga.rakan 
Iungar : 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan tuga.a program dan 

kegiatan bidang Pelatihan dan Produktifitaa Tenaga Kerja; 
b. pembinaan, Pcngoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan program 

dan kegiatan bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; 
c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenap Kerja; dan 
d. pemyelenggaraan rungai lain yang diberikan oleh pimpinan eesuar 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Togas Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan aebagai pedoman 

dalam pelakaanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaSl dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun raneangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naekah dinaa; 

e. mengikub rapat-rapat sesuai bidang tugasnya: 
f. menyusun rencana kegiatan B1dang Pelatihan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja berdasarkan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman 
kerja; 

g. mengoordinasikan dan memantau rencana kegsatan lembaga pelatihan 
kerja pemerintah dan swasta; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan keterampilan 
bagi pencari kerja dan tenaga kerja; 

i. memperaiapkan kegiatan pelatihan menyangkut kurikulum, bahan l pelatihan dan pengajar/instruktur; 
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J· memverifikasi informa.ai regulasi Bidang Pelatihan Kerja yang akan 
disebarluaskan kepada Lembaga Pclatihan Kerja Swasta; 

k. membina dan memotivasi peningkatan kompetensi Sumber Daya 
Manusia Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; 

I. mengoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan pemberian izin 
kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; 

m. mengoordinaaikan pemberian konsulta.si dan menyebarluaskan 
infonnaai Produktivitas kepada perusahaan kecil; 

n. mengoordinasikan pemantauan (surveillancej tingkat produkdvitas dan 
pengukuran prcxluktivitas tingkat Kabupaten; 

o. menyusun Standar Operasional Prosedur eesuer Rincian Tugas clan 
melakukan evaluas.i Standar Operasional Prosedur, 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelengg.araan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Keuangan; 

q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengg.araan 
urusan Pcmerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

r. menile.i kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pcraturan PcrUndang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugu kedinasa.n le.in yang diperintahkan atasan seeuai 
dengan bidang tuga.snya. 

Bagian Keempat 
81dang Pcnempatan Tenaga Kerja dan 

Perlua.san Kesempatan Kerja 

Paaal 10 
(II Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesc:mpat.an kerja 

dipimpin oleh Kepa]a Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempat.an kerja yang membanw Kepala Dinas dalam merencanakan, 
mengoordinasikan, memverifik.asi, mempromosikan, mengendalikan 
penempatAn tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri dan 
pengembangan dan periuasan kesempatan kerja; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pcrluasan Kesempatan Kerja 
menyelenggarakan fungsi· 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan 

kegiat.an Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Ketja; 

b. pembinaan, Pcngoordinasian, Pengendalian dan Pcngawasan program 
dan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program 
dan kegiatan Bidang Penempat.an Tenaga Kerja dan Pcrluasan 
Kesempatan Kerja; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Uraian Togas Kepa]a Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 
keaempat.an kerja sebagaimana dimakaud pada ayat ( I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiat.an !ICauai Bidang tugasnya aebagru pedoman' 

dalam pelaksanaan Wgas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawas1 dan mengevaluui pelaksanaan tugaa dalam 

Jingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengorckai, mem.araf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya, 
r. mengoordinasikan pembcrian dan penyebarluasan informaai pa.aar 

kerja dan pcl93anan antar kerja kepada pencarl kerja aerta pcrluasan 
kesempatan kerja kepada maayarakat; 

g. menyelenggarakan kegiatan pcnyuluhan dan bimbingan jabatan dalam 
pclayanan antar kerja serta pcrluasan keaempatan kerja kepada 
masyaraka.t; 

h. mengoordinaaikan pclakaanaan kegiatan pcrantaraan kcrja dalam 
pclayanan antar kerja ecrta pcrluasan keaempatan kerja pada 
masyaraka.t; 

i. memverifikaai penerbitan tzin kepada Lcmbaga Pelayanan Pencmpatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta; 

j. melakaanakan pclayanan dan vcrifikasi kelengkapan dokumen 
ketenagakcrjaan calon Tenaga Kerja Indonesia eerte pcnyebarluaaan 
informa.si syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada 
masyani.kat; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perckrutan, selekai calon 
Tenaga Kerja Indonesia, pembcrangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja 
Indonesia; 

I. melakukan penerbitan rckomendasi perpanjangan mn Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing; 

m. rnengoordinaS1kan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja Calon 
Tenaga Kerja Indonesia dan penyelesaian permasalahan TKJ pra dan 
purna pcnernpatan; 

n. mengoordinasikan kegiatan pembcrdayaan Tenaga Kerja Indonesia 
purna; 

o. rnenyusun dan mclaksanakan Standar Operasional Prosedur scsuai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur 
aesuai ketentuan; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Penempatan Tenaga Kerja 
dan Perluasan Keaempatan Kerja; 

q. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pcnyelenggaraan kebija.kan teknis di Bidang Penempatan Tenaga Kerja 
dan Perlua.san Kesempatan Kerja; 

r. menyelenggarakan koordinasi clan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangk.e. pcnyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Tranamigraai; 

s. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

t. menyuaun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At.aaan sebagai bahan 
perumusan kebljakan; dan 

u. melaksanakan tuga.s kedinasan latn yang dipenntahkan atasan &eSUai J dengan bidang tugasnya. I 
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bidang Tranamigraai; 
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perumusan kebljakan; dan 

u. melaksanakan tuga.s kedinasan latn yang dipenntahkan atasan &eSUai J dengan bidang tugasnya. I 
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Bagian Kelima 
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Pa&&J l l 
[I) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosi.e.l Tenaga Kerja dipimpin 

oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rcncana 
kegiatan bidang, mendistribusikan tugas, menangani dan menyeleaaikan 
kuus Pemutuaan Hubungan Kerja (PHK), peraclisihan hubungan 
industrial, mogok kerja, penutupan peru!Wlhaan, membuat konsep surat 
dan bahan lain yang berkaitan dengan Bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial; 

(2) Untuk melakaanakan tugas scbagaimana dimaksud pads ayat (!), Kepala 
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Soaial Tenaga Kerja 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan kcbijakan teknis dan pcnyelenggaraan program dan 

kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Soaw.l Tenaga 
Kerja; 

b. pcmbinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pengawaaa.n program 
dan kcgiatan Bidang Hubunga.n lndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja; 

c. pelaksanaaan monitoring, cvaluasi dan pclaporan pclaksanaan tugas 
program dan kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kcrja; 

d. pcnyelenggaraan fungsi \8.1.n yang diberikan oleh pimpinan acsuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

{3) Uraian Tugas Kepala Bidang Hubungan Jnduatnal dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja scbapimana dimakaud pada ayat fl) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja sebagai pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakse.naan tugas; 
c. mcmantau, mengawasi dan mengcvaluasi pclaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Oinas untuk mengetahui pcrkembangan pelaksanaa.n 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengrkuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
r. menginventarisasi data pcrusahaan berdaaarkan kebutuhan bidang 

hubungan industrial dan jaminan sosiaJ tensga kerja untuk bahan 
pcmbinaan; 

g. mcngoordinasikan, mendistribusikan dan memberi petunjuk serte 
mcngawasi tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk 
kelancaran pclaksanaan tugas ; 

h. mengoordinasikan pcmbinaan pcrusahaan yang berhubungan dengan 
syarat kerja dsn jaminan sosia.I tenaga kerja di perusahaan aesuai 
pcraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan 
jaminan sosial tenaga kcrja untuk dipatuhi dan dilaksanakan; 

1. memvcrifikasi dokumen pcraturan pcrusahaan, pcrjanjlan kerjasams 
scsuai pcraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial 
dan jaminan 1tOsial tenap. kerja untuk d1catatkan dan didaftarkan; 

J. mengoordinasikan deteks.i dini dan memfasilitasi pembentukan 
lembaga kcrjasama bipartit di perusahaan sebagai forum komunikasi 
antara pekerja dan pengusaha; 

k. mcngoordinasikan pembentukan lembaga tripartit dengan perusahaan, 
anosiasi pcngusaha, pckerja dan pcmerintah kabupatcn; t 
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I. mengoordinasikan penanganan dan memediasi pen,elisihan hubungan 
industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mogok kerja dan 
penutupan perusahaan sesuai peratur:an perundang-undangan bidang 
hubungan industrial dan jaminan 808ial tenaga kerja agar terjadi 
kesepaka.tan antara pekerja dan pengusaha; 

m. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian Togas dan 
melakukan evaluasi Standar Operaeional Prosedur; 

n. mcnyclenggarakan monitoring, evaluas1 dan pengawasan 
penyelcnggaraan kebijakan teknls di Bidang Hubungan lndusttia.1 dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

o. menyusn laporan basil monitoring, evaluasi dan pcngawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

p. menyelenggaraka.n koordina.si dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengga.raan 
urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemcrintahan 
bidang Tranamigrasi; 

q. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kerentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. mcnyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Oinas dan 
mcmberikan saran pcrtimbangan kcpada Atasa.n sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

a. melaksanakan tuga.s kcdinasan lam yang diperintahkan atasan aesuai 
dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kecnam 
Bidang Transmigrasi 

Pa.Ml 12 
(1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang Transmigrasi yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Oinas dalam mengoordinasikan, 
merencanakan, mempers,apkan clan melaksa.nakan ba.han perencanaan 
pembangunan, pembangunan pemukiman transmigrasi dan pemberdayaan 
masyarakat transmigra.si di kawasan pemukiman transmigrasi. 

(21 Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 
a. penyueunan kebijakan teknis dan penyelengga.raan program dan 

kegiatan Bidang Transmigraai; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Transmigrasi; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

program dan kegiatan Bidang Transrnigrasi; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan eeeuat 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Tugs.s Kepala Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tranamigrasi aebagaj pedoman 

dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dala.m 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perlcembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memand 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-r:apat sesuai bidang tugasnya; 
dan/atau I 
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f. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana 
aerta fasilitas umum untuk pembangunan kawasan pemukiman 
transmigrasi; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan survey lahan-la.han yang akan 
dijadikan lokasi transmigrasi serta pengoordinasian dengan instansi 
atau Iembaga terkait; 

h. mengoordinaS!kan pelaksanaan penyusunan bahan pencadangan 
tanah dan Rencana Kawasan Transmigrasi untuk kawasan 
transmigrasi; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan layanan pengurusan hak 
pengelolaan; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana perwujudan 
kawasan t.ransmigrasi (rencana pembangunan kawasan dan 
pemberda,yaan masyarakat uanamigrasi); 

k. mengoordinaaikan penyusunan bahan kegiatan pembangunan fisik 
satuan pemukiman di kawasan transmigra.si; 

I. mengoordinaaikan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penempatan 
calon tranam.igran yang akan ditempatkan di lokasi tranamigrasi; 

m. mengoordinasikan pelaknnaan kegiatan pelayanan pendidikan, 
pelatihan dan penetapan sebagai transmigran da1am adaptasi 
lingkungan; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan program dan kegiatan 
pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang 
ekonomi, aoaial budaya dan mental apritual; 

o. mengoodinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan 
kelembagaan pemerintahan dan masyarak.at untuk pemberdayaan 
maayarakat di pemukiman transmigrasi; 

p. mengoordinasikan pelaksanaan penguruaan penerbitan senifikat hak 
atas tanah; 

q. mengoordinasikan perencanaan pembinaan teknis dan pelayanan 
pendidikan di kawa.san pemukiman transmigraai; 

r. mengoordina11ikan pelakaanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan 
kesehatan di kawasan pemukiman tranamigrasi; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan 
sarans di kawasan pemuktman transnugraai; 

t. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian Togas dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Transmigra.si; 

v. menyuaun laporan haidl monitoring evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraa.n kebijakan telaus di Bidang Transmigrasi; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah daJam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemenntahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Transm.igrasi; 

x. menilai kinerja Pegawai Apsratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. menyusun laporan h8.811 pelakaanaan tugaa Kepal.a Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan l!ICbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. melakaana.kan tugas kedinaaan lain yang diperintahkan atasan aesuai l dengan bidang tuga.snya. I 

- 

- 15 - 

f. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana 
aerta fasilitas umum untuk pembangunan kawasan pemukiman 
transmigrasi; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan survey lahan-la.han yang akan 
dijadikan lokasi transmigrasi serta pengoordinasian dengan instansi 
atau Iembaga terkait; 

h. mengoordinaS!kan pelaksanaan penyusunan bahan pencadangan 
tanah dan Rencana Kawasan Transmigrasi untuk kawasan 
transmigrasi; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan layanan pengurusan hak 
pengelolaan; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana perwujudan 
kawasan t.ransmigrasi (rencana pembangunan kawasan dan 
pemberda,yaan masyarakat uanamigrasi); 

k. mengoordinaaikan penyusunan bahan kegiatan pembangunan fisik 
satuan pemukiman di kawasan transmigra.si; 

I. mengoordinaaikan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penempatan 
calon tranam.igran yang akan ditempatkan di lokasi tranamigrasi; 

m. mengoordinasikan pelaknnaan kegiatan pelayanan pendidikan, 
pelatihan dan penetapan sebagai transmigran da1am adaptasi 
lingkungan; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan program dan kegiatan 
pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang 
ekonomi, aoaial budaya dan mental apritual; 

o. mengoodinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan 
kelembagaan pemerintahan dan masyarak.at untuk pemberdayaan 
maayarakat di pemukiman transmigrasi; 

p. mengoordinasikan pelaksanaan penguruaan penerbitan senifikat hak 
atas tanah; 

q. mengoordinasikan perencanaan pembinaan teknis dan pelayanan 
pendidikan di kawa.san pemukiman transmigraai; 

r. mengoordina11ikan pelakaanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan 
kesehatan di kawasan pemukiman tranamigrasi; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan 
sarans di kawasan pemuktman transnugraai; 

t. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian Togas dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Transmigra.si; 

v. menyuaun laporan haidl monitoring evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraa.n kebijakan telaus di Bidang Transmigrasi; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah daJam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemenntahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Transm.igrasi; 

x. menilai kinerja Pegawai Apsratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. menyusun laporan h8.811 pelakaanaan tugaa Kepal.a Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan l!ICbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. melakaana.kan tugas kedinaaan lain yang diperintahkan atasan aesuai l dengan bidang tuga.snya. I 



• 16 • 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PE�SANA 

PaS8.l 13 
(1) Dinas Tenaga. Kerja dan Tranamigrasi dapat membentuk sejumlah 

kelompokjabatan fungsional dan pelaksa.na sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebqaimana dunaksud 
pada ayat (1) melaksa.nakan tugas aeauai dengan bidang jabatAn 
fungsional dan pe\aksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem 
kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pua! 14 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdaaa.rkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas dan 
fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, l!lerta 
menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, 
smkronisasi, aimplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan elisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(3/ Kepa.la Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan ki.nerja 
clan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinaa. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, sena Pelaporan dan Pengawasan 

PaS8.l 15 
(1) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugaanya, melakukan 
pengcndalian dan evaluasi sena me\aksanakan rapat koord1nasi aecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dina:,, Sekreta.ris, Kepala Bidang, Kepala Subbaglan, Pejabat 
Fungsional, dan Pelalulana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secant 
berkala dan/atau scsuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepe.]a Bidang, Kepala Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinas me\aksanakan pengawasan eeauai dengan ketentuan 

� peraturan perundang-undangan. 
, 
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BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PE�SANA 

PaS8.l 13 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebqaimana dunaksud 
pada ayat (1) melaksa.nakan tugas aeauai dengan bidang jabatAn 
fungsional dan pe\aksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem 
kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pua! 14 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdaaa.rkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 
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lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan ki.nerja 
clan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinaa. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, sena Pelaporan dan Pengawasan 

PaS8.l 15 
(1) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugaanya, melakukan 
pengcndalian dan evaluasi sena me\aksanakan rapat koord1nasi aecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dina:,, Sekreta.ris, Kepala Bidang, Kepala Subbaglan, Pejabat 
Fungsional, dan Pelalulana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secant 
berkala dan/atau scsuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepe.]a Bidang, Kepala Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinas me\aksanakan pengawasan eeauai dengan ketentuan 

� peraturan perundang-undangan. 
, 
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BAB VII 
KETENnJAN PERAUHAN 

Pasal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Togas dan 
Fungsi eerta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 54), tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya pcraturan bupati tentang s!stern kerja pada pcmerintah 
kabupaten pinrang. 

BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pa.,al 17 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupan Pinrang Nomor 54 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgenisasi, Togas dan Fungsi sert.e. 
Tata Kerja Dinu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Serita Daera.h Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Oaemh Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, .8 Jun\ :u,s..., 

BUPATI PINRANG, 

� 

IRWAN HAM!Dt 
Diundangkan di Pinrang 
pada t.anggal, G JU\11 U,� 

SEKRETARIS DAER.AH KABUPATEN PINRANG, 

BUDA 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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